
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe. 

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan dipandang perlu dilakukan 
penyempumaan kembali guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan 
kepada Masyarakat dan Kemandirian Daerah ; 

Menimbang 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3530); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjad.i 
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
T""\ ., • ~ ,......., •• 1 
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Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) 

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 
Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 92), diubah dan harus dibaca 
se bagai beriku t : 

Pasal I 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KONAWE TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NO MOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PERO LEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

Menetapkan 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 10 Tahun 
2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Konawe Dalam Pembangian Urusan Pemerintahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 
Nomor 44); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 
2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46); 

19. Peraturan daerah kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 
2011 Ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun 2011 Nomor 92); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA ( 1 I 2016 ) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR: 169 

H. RIDWAN. L 

: Unaaha 
: 4 April 2016 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

KERY SAIFUL KONGOASA 

ttd 

BUPATI KONAWE 

: Unaaha 
: 4 April 2016 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


